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 Diterapkannya permohonan paspor secara online diharapkan memberikan 
sebuah inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan 
percepatan pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi yang 
canggih sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan efektif. Namun nyatanya masih 
ditemukan permasalahan yang terjadi di lapangan seperti masyarakat tidak 
mengetahui secara utuh prosedur pengurusan paspor dan sistem eror sehingga 
mengalami gangguan dan membutukan waktu yang lama untuk memperbaikinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengurusan 
paspor secara online dan apa yang menyebabkan sistem eror sering terjadi di 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. Metode 
yang digunakan adalah metode penelitain kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pencatatan dokumen terkait 
prosedur permohonan paspor secara online. Dari hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa sistem ini belum efektif karena masih ada gangguan dari pusat. 
Pemerintah pusat harus mengembangkan atau mengupgrade lagi sistemnya ke 
yang lebih canggih dan waktu pengurusan paspor di persingkat lagi. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
No.M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru adalah 
unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kantor 
Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru mempunyai tugas 
melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi 
keimigrasian; melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian; 
melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian; melaksanakan 
dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. 
Kantor Imigrasi yang merupakan salah satu lembaga yang memberikan 
pelayanan antara lain memberikan pelayanan pengurusan paspor ke luar negeri 
bagi masyarakat yang membutuhkannya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa 
dan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Paspor merupakan surat izin bagi 
kita untuk melakukan perjalanan jauh khususnya keluar daerah yang tidak 
dikuasai oleh negara asal. Maksudnya orang dari negara asal tidak bisa masuk ke 





penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan, 
karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah 
keberangkatan dan kedatangan seorang dari luar wilayah Indonesia. Seperti yang 
kita ketahui bahwa salah satu aturan untuk memasuki suatu negara untuk 
keperluan dan tujuan tertentu harus dapat menunjukkan dokumen yang sah berupa 
Paspor tersebut. 
Tabel 1.1 
Jumlah Pemohon Paspor Tahun 2016-2020 
BULAN/TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 
Januari 4178 5557 5697 6648 0 
Februari 3819 4900 4559 4499 0 
Maret 4013 5300 4692 5120 0 
April 4250 3860 4017 3505 0 
Mei 3581 3361 3854 3071 0 
Juni 3347 2661 2426 2531 0 
July 2568 4369 5112 5176 0 
Agustus 3417 4158 4281 4921 0 
September 3219 4291 5809 4707 49 
Oktober 3979 5096 4221 5718 121 
November 4011 4681 4912 4902 189 
Desember 3012 5080 4263 5749 159 
TOTAL 43394 53314 53843 56547 518 
Sumber : Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru 
Terwujudnya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat 
dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan 
bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, 
Direktorat Jenderal Imigrasi menganggap perlu melakukan penyempurnaan sistem 
pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur pelayanan 
publik. Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 





Berdasarkan Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
dan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government maka Direktorat Jenderal 
Imigrasi RI dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang 
baik adalah melalui upaya pembenahan sistem pelayanan keimigrasian yang lebih 
responsif dan diterima oleh masyarakat melalui dukungan implementasi teknologi 
informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian.  
Widyastuti dalam Nurmalayiah (2016: 196), Kementerian Hukum dan HAM 
RI menaungi bagian keimigrasian di Indonesia. Beberapa waktu lalu Menteri 
Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa untuk 
meningkatkan pelayanan public, Kemenkumham selalu berupaya memberikan 
inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kemudahan, kecepatan, 
keamanan dan kenyamanan. Peningkatan proses penyelenggaraan percepatan 
pelayanan public sangat ditunjang oleh adanya system teknologi informasi yang 
canggih. 
Antrian terjadi ketika pelanggan yang datang ke suatu pelayanan melebihi 
batas kapasitas pelayanan (Kakiay, 2004).Untuk itu dibutuhkan suatu inovasi 
supaya mengurangi antrian panjang yang terjadi dan memberikan kepuasan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan 
yang cepat, tepat, mudah dan aman. 
Berdasarkan pengamatan dilapangan sebelum diterapkan adanya Aplikasi 
Permohonan Pembuatan Paspor secara Online diketahui penggunaan antrian 





paspor datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
Pekanbaru mulai dari pagi hari sebelum dibuka nya kantor.  Menunggu terlalu 
lama juga terjadi karena proses pemberian nomor antrian diberikan secara manual 
oleh petugas Kantor Imigrasi, banyak masyarakat tidak mendapatkan nomor 
antrian dikarenakan kuota yang disediakan perharinya dibatasi oleh Kantor 
Imigrasi sehingga masyarakat yang tidak dapat nomor antrian tersebut pulang dan 
kembali keesokan harinya. Namun sistem antrian manual ini masih diterapkan 
oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru hanya 
khusus untuk orang sakit berat (darurat). 
Tabel 1.2 
Perbandingan Permohonan Paspor secara Manual dan Online  
PASPOR MANUAL  PASPOR ONLINE 
1. Pemohon harus datang ke 
kantor Imigrasi Kelas 1 
Pekanbaru untuk mendapatkan 
nomor antrian secara manual 
dari petugas kantor Imigrasi. 
2. Pemohon juga harus mengantri 
lama untuk melakukan sesi 
foto karena terlalu banyak 
yang mengurus paspor. 
 
1. Pemohon dapat mendaftar 
secara online dengan cara 
menginstal aplikasi layanan 
paspor online di Google Play 
Store atau dapat mengunjungi 
alamat webnya di 
imigrasipekanbaru.com. 
2. Pemohon dapat menentukan 
jadwal sendiri untuk 
melakukan sesi foto di Kantor 
Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
Sumber : Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
dalam Surat Edaran Nomor : IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi 





merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian baik bagi warga 
Negara Indonesia  maupun orang asing. 
Gambar 1.1  
Aplikasi Antrian Layanan Paspor Online 
 
Diterapkannya Permohonan Antrian Paspor secara Online yang diharapkan 
memberikan sebuah inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
peningkatan percepatan pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi 
yang canggih sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan dengan efektif. Tetapi 
berdasarkan pengamatan penulis, pelayanan paspor belum bisa dimaksimalkan 
secara pemuh dimana hal tersebut tergambar dari adanya masyarakat yang tidak 
mengetahui secara utuh prosedur pengurusan paspor dari proses mendapatkan 
antrian secara online sampai paspor diterima pemohon, sehingga masih ada 
pemohon yang masih menggunakan jasa pihak ketiga. Kemudian sistem eror yang 
disebabkan oleh gangguang jaringan membuat pelayanan menjadi lama atau bisa 
tertunda.  
Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019 Dunia dihebohkan 





signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial hingga 
kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan covid-
19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik.  
Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang 
benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan 
tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik 
yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap 
pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru tetap memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mau mengurus paspor selama adanya covid-19 dan pada 
kenormalan baru dengan menambah beberapa kebijakan dalam permohonan 
paspor. Dapat dilihat dari jumlah pemohon pada 5 tahun terakhir ini : 
Mengingat hal itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai proses-proses 
yang harus dilalui dalam mengajukan permohonan paspor secara online serta 
berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
melakukan penelitian dengan judul “Prosedur Pelayanan Permohonan Paspor 
Secara Online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
Pekanbaru”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 





Permohonan Paspor secara Online Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian terencana tentunya sudah mempunyai tujuan tertentu, 
demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Berdasarkan 
perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini diharapkan mampu 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di uraikan. Adapun tujuan penelitian 
“Untuk mengetahui Prosedur Pelayanan Permohonan Paspor Secara Online Di 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru.” 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian Prosedur Pelayanan Permohonan 
Paspor Secara Online Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi) Pekanbaru adalah: 
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan 
menambah khazanah keilmuan dalam bidang administrasi public khususnya 
yang berkaitan dengan implementasi pelayanan public. 
2. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 
bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi 
atau sebagai referensi mengenai prosedur pelayanan permohonan paspor 
secara online di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru. 
3. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan 





pelayanan permohonan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 
Pekanbaru. 
1.5 Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Prosedur Pelayanan Permohonan 
Paspor Secara Online di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi) Pekanbaru. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian Prosedur Pelayanan Permohonan Paspor Secara Online 
di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru ini 
terdiri dari enam bab, sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 
Batasan Penelitian Dan Sistematika Penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan dikemukakan teori-teori yang melandasi 
pembahasan yang diteliti yang sesuai dengan persoalan yang 
dikaji. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab Metode Penelitian ini akan dibahas tentang lokasi 
penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 





BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas mengenai objek 
penelitian meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dan 
sampel / populasi yang telah ditentukan. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian yang 
dilaksanakan dengan uraian pembahasan yang dilakukan. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab terakhir atau penutup ini, berupa kesimpulan dan saran 
dimana penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil 
penelitian beserta saran. Saran merupakan sumbangan pemikiran 
serta solusi dari masalah-masalah yang dihadapi pada kantor 









2.1 Prosedur  
Mulyadi (2010:5), Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat 
untuk menjami penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang-ulang. Menurut Lilis Puspitawati (2011:23), Prosedur adalah 
serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sitematis 
berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 
menyelesaikan suatu permasalahan. 
Rudi M. Tambunan (2013:84) mendefenisikan prosedur sebagai berikut : 
“Pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi 
yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta 
penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang merupakan anggota organisasi berjalan 
efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.” 
Narko dalam (Wijaya & Irwan, 2018) “Prosedur adalah urutan-urutan 
pekerjaan clerical yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin 
adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang 
berulang-ulang.” 
Menurut Ardios dalam (Wijaya & Irwan, 2018) menyatakan bahwa “Prosedur 
adalah suatu bagian sistem yang merupakan bagian tindakan yang menyangkut 





agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan 
dilaksanakan secara beragam.” 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai prosedur, maka penulis 
mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah 
pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu 
departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 
terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
Menurut Rasto (2015:53) prosedur dirancang harus memiliki karakteristik 
sebagai berikut : 
1. Efisien  
Prosedur dikatakan efisien jika mencapai hasil yang diinginkan dengan 
menggunakan waktu, upaya dan peralatan yang minimum. Nilai output lebih 
besar dari nilai input. 
2. Efektif 
Prosedur dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan pekerjaan yang telah 
ditetapkan. 
3. Sederhana 
Prosedur harus sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti. Prosedur 










Prosedur harus memiliki hasil yang konsisten untuk setiap waktu. Jika tidak, 
kehandalan prosedur dipertanyakan. Prosedur yang konsisten memiliki 
jumlah kesalahan yang minimum. 
5. Fleksibel 
Prosedur harus didefenisikan dengan baik dan terstruktur. Prosedur 
seharusnya tidak begitu kaku sehingga tidak menerima ide-ide inovatif. 
Prosedur harus cukup fleksibel dengan perubahan organisasi. Prosedur juga 
harus fleksibel dihadapkan pada masalah yang luar biasa. 
6. Diterima  
Prosedur harus dapat diterima oleh para pengguna. Oleh karena itu, prosedur 
harus dirancang dengan memperhatikan unsur sumber daya manusia. 
Manfaat Prosedur menurut Sumathy, V. Et al. (2011) dalam buku Rasto 
(2015:51) adalah sebagai berikut : 
1. Prosedur memberikan urutan tindakan. 
Untuk melakukan aktivitas apapun setiap karyawan diinstruksikan untuk 
mengikuti alur tertentu. Ini meminimalkan keterlambatan dan kesalahan 
dalam kerja. 
2. Ekonomis dalam penggunaan sumber daya. 
Hal ini dimungkinkan karena prosedur dapat meningkatakan efisiensi melalui 







3. Memfasilitasi koordinasi 
Prosedur berfungsi sebagai dasar untuk melakukan koordinasi antar bagian 
yang berbeda dalam organisasi. 
4. Berfungsi sebagai dasar pengendalian. 
Prosedur menyediakan mekanisme untuk membandindkan kinerja actual 
dengan standar. Dengan demikian prosedur dapat memfasilitasi koreksi 
penyimpangan. 
5. Dapat digunakan untuk melatih karyawan baru. 
Karyawan dapat memahami rincian pekerjaan mereka dengan mudah jika 
mereka mengetahui prosedur kerja. 
6. Memastikan kelancaran operasional. 
Tujuan utama dari prosedur kantor adalah untuk melakukan aktivitas kantor 
secara efektif dan ekonomis. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan 
prosedur, menghilangkan formulir, dokumen yang tidak perlu dan 
menghindari duplikasi kegiatan. 
2.2 Pelayanan Publik 
H.A.S Moenir mengemukakan (2010:17) yang berpendapat bahwa pelayanan 
adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia berusaha baik melalui orang 
lain maupun aktivitas sendiri. 
Sinambela (2010: 198) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia 
membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa 





dikemukakan Budiman (2004) yang berpendapat bahwa selama hidupnya, 
manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan 
life cycle theory of leadership(LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) 
pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan 
yang dibutuhkan akan semakin menurun.   
Menurut Inu dan kawan-kawannya dalam Sinambela (2010: 5), yang  
mendefenisikan bahwa public adalah sejumlah manusia yang memiliki 
kebersamaan berpikir, perasaan. Harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik 
berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Oleh karena itu pelayanan 
public diartikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap 
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, menawarkan meskipun hasilnya tidak terkait pada 
produk sesuatu secara fisik. 
Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan 
adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang 
diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian 
bisnis.  
Sedangkan Mukarom (2016: 13) mengemukakan pelayanan public 
merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah, baik pusat, daerah maupun lingkungan Badan Usaha Milik 






Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63 tahun  
2003, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penyelenggara pelayanan public adalah instansi pemerintah. 
Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 sekurang-kurangnya meliputi : 
a. Prosedur pelayanan; 
b. Waktu penyelesaian; 
c. Biaya pelayanan; 
d. Produk pelayanan; 
e. Sarana dan prasarana; 
f. Kompetensi petugas pelayanan. 
Prinsip Pelayanan Publik 
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, dalam proses kegiatan 
pelayanan public diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam 
mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan public adalah 
sebagai berikut : 
1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan, memuat tentang: 





b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian/sangketa dalam pelaksanaan 
pelayanan public. 
c. Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan public dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4. Akurasi, di mana produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat 
dan sah. 
5. Keamanan, proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman 
dan kepastian hukum.  
6. Tanggungjawab, pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat 
yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam melaksanakan pelayanan 
public. 
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk 
penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika). 
8. Kemudahan akses, dimana tempat dan lokasi serta saranan pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. 
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dimana pemberi pelayanan 
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan 





10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, kesediaan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, 
toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 
Sedangkan menurut Sulistio (2009: 39), pelayanan public yang diberikan oleh 
Birokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini : 
a. Rasional, efektif, efisien, yang dilakukan melalui manajemen terbuka. 
b. Ilmiah, berdasarkan kajian dan peniliti serta di dukung oleh cadangan 
ilmu pengetahuan lainnya. 
c. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus menerus untuk menghadapi 
lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang. 
d. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal. 
e. Profesionalisme, pengguna tenaga kerja professional, terampil dalam 
istilah “the right man in right place” 
f. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna. 
2.3 E-Government 
E-Government merupakan singkatan dari kata Electronic Government. Huruf 
e- depan kata government yakni electronic sama seperti halnya dengan electronic 
mail (e-mail), electronic business (e-business) dan lain-lain. Government dalam 
bahasa inggris berarti pemerintahan.Pemerintahan elektronik atau e-government 
adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk administrasi 





E-Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang 
berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan 
administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian 
sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, 
karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government 
merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang 
berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan 
publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.  
Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintor Wardianto 2010:54), 
E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi 
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelaynan publik secara lebih baik. 
Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government merupakan 
bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan 
teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-
Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan 
antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan 
masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemamfaatan teknologi informasi 
yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem 
jaringan komunikasi. 
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan 





telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaatn yang diperoleh dengan 
diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara, antara lain: 
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya 
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja 
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, 
meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 
Governance. 
b. Mengurangi secara sginifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi 
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 
aktivitas sehari-hari. 
c. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan 
d. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan 
berbagai perubahan global dan trend yang ada  
e. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara 
merata dan demokratis 
E-Government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal: 
a. Layanan masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada 





sehari,7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor 
pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari 
kantor,rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah 
b. Hubungan antara pemerintah,masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi 
peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan 
pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara 
berbagai pihak menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan 
rasa ketidak percayaan dari semua pihak kepada pemerintah. 
c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan 
masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. 
Adanya informasi yang mencukupi,maka masyarakat akan belajar 
untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatakan suatu informasi 
yang diperlukan. 
d. Pelaksanaan pemerintah lebih efisien. Adanya E-Government 
diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien 
karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan 
teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat 
dengan pemimpin daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada 
lokasi fisik yang sama. 
Tujuan pembangunan E-Government yaitu: 
a. Meningkatan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT  





b. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih,transparan,dan mampu 
menjawab  tuntutan perubahan secara efektif 
c. Perbaikan organisasi,sistem manajemen,dan proses kerja 
kepemerintahan 
d. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang 
tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi,serta dengan biaya yang 
terjangkau masyarakat; 
e. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha; 
f. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua 
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik; 
g. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan 
efisien,serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 
pemerintah 
h. Karakteristik E-Government dan Good Governtment 
Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Tahun 2004 
bahwa objek layanan aplikasi e-government dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 
kategori yaitu : 
1. Government to Government 
Aplikasi e-government dalam kategori ini menangani masalah layanan 
antar instansi pemerintah dan atau antar negara. Berbagai layanan dapat 
diberikan oleh suatu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang 
lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai 





Government to Government bekerja diatas suatu jaringan data yang disebut 
sebagai internet yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan 
internal instansi pemerintah. Beberapa contoh Aplikasi Government to 
Government antara lain:  
a. Koordinasi dan konsolidasi anggaran; 
b. Koordinasi kepegawaian; 
c. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi; 
d. Koordinasi bidang politik dan keamanan. 
2. Government to Citizen 
Aplikasi e-government dalam kategori ini menangani masalah yang 
berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik Warga Negara Indonesia 
maupun Warga Negara Asing. Beberapa contoh aplikasi Government to 
Citizenantara lain:  
a. Kependudukan; 
b. Keimigrasian 
c. Akta nikah 
3. Government to Business 
Aplikasi e-government dalam kategori ini mengenai masalah yang 
berkaitan dengan layanan pada sektor usaha.Sektor usaha pada umumnya 
dapat berupa berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional 
maupun asing. Beberapa contoh aplikasi Government to Business antara 
lain : 





b. Perijinan usaha; 
c. Pengadaan barang dan jasa (e-procurenment) 
2.4 Layanan Online 
Pelayanan online adalah layanan yang dilakukan dengan bantuan teknologi 
internet. Layanan ini memungkinkan berbagai jenis urusan bisa selesai dengan 
mudah tanpa harus bertatap muka dengan petugas. Semua bisa berjalan dengan 
cepat dan realtime. 
Layanan online merupakan sebagai perbuatan, usaha atau pertunjukan yang 
dimediasi oleh teknologi informasi. Definisi ini mencerminkan tiga komponen 
utama yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran pelayanan (yaitu, 
teknologi). Misalnya, sebagai yang bersangkutan untuk layanan elektronik public, 
badan public adalah penyedia layanan dan warga Negara sebagai penerima 
layanan (Rowley, 2006: 162). 
Layanan pada lingkungan online menjadi sesuatu yang penting dalam 
penentuan kesuksesan dan kegagalan dari e-Government. Adapun yang dimaksud 
dengan e-Government menurut UNDP (2002: 2) adalah “The application 
ofinformation and Communication Technology (ICT) by government agencies” 
(e-Government adalah penerapan dari tekonologi informasi dan komunikasi oleh 
instansi Pemerintah). 
Hadirnya layanan yang dilakukan secara online ini memberikan cukup 
banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat itu terdiri dari : 
1. Jangkauan Pelanggan atau Pengguna Lebih Besar. 





3. Memudahkan Komunikasi Dua Arah. 
4. Bisa Diakses dari mana saja. 
5. Meminimalisir Kesalahan. 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan online 
merupakan interaksi yang dilakukan pelanggan melalui website sebagai fasilitas 
dalam memberikan layanan secara efektif dan efisien saat melakukan pembelian 
dan proses penyerahan produk atau jasa. 
2.5 Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) 
Era globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap 
perkembangan diberbagai Negara diantaranya meliputi berbagai aspek kehidupan 
manusia, mulai dari teknologi, komunikasi, social, dan budaya, bahkan system 
hukum di suatu negara, globalisasi sendiri memiliki makna sebagai suatu proses 
hubungan antar negara dimana di sana tidak ditemukan adanya batasan-batasan 
yang terjadi, yang mana globalisasi ini merupakan cikal bakal dari revolusi 
elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik 
melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi dan informasi. 
Akselerasi yang terjadi di setiap aspek sangat mempermudah aspek kehidupan 
manusia, khususnya dalam konterks pelayanan public. 
Sistem Layanan Elektronik atau E-layanan (Electronic Service disingkat E-
Services) merupakan satu aplikasi terkemuka memanfaatkan  Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) di daerah yang berbeda. Namun, defenisi yang tepat dari 
layanan elektronik sulit didapat sebagian peneliti telah menggunakan defenisi 





berbeda dapat dikatakan bahwa mereka semua sepakat tentang peran teknologi 
dalam memfasilitasi pelayanan yang membuat mereka lebih dari layanan 
elektronik. 
Ada banyak defenisi dan perspektif dari e-service yang muncul dan dalam 
jurnal yang ditrebitkan selama dekade terakhir. Menurut Hasan, Shehab, dan 
Peppard 2011 mengatakan bahwa pengertian e-service sebagai penyediaan 
layanan melalui jaringan elektronik seperti internet. Selain itu, e-service sebagai: 
kunjungan awal dari homepage sampai layanan yang diminta komplit atau 
produk akhir telah disampaikan dan layak digunakan. 
Gagasan e-service meliputi tidak hanya layanan yang diberikan oleh 
organisasi layanan khas, tetapi juga mereka yang disediakan oleh produsen barang 
yang keberhasilannya tergantung pada kualitas layanan mereka. 
Dengan demikian, itu adalah menyeluruh konsep customer-centric. Di 
lembaga pemerintah, e-service mengacu pada pengiriman informasi dan 
peningkatan layanan online melalui internet atau alat digital lainnya untuk semua 
pemangku kepentingan (masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat 
lainnya). 
Domain dari e-service menunjukkan saluran elektronik dari suatu organisasi 
khususnya lembaga pemerintah, yang berinteraksi dengan masyarakat dan dunia 
bisnis (Napitupulu, darmawan 2016 : 41) 
Konsep e-service adalah paradigma baru dari e-service dalam lingkungan 
berbasis elektronik baik untuk dunia bisnis (business) maupun pemerintah 





organisasi berinteraksi dengan pelanggan (customer) yang disebut dengan B2C 
(Business to Customer) sedangkan pada domain pemerintah, interaksi dengan 
masyarakat dikenal dengan G2C (Government to Citizen).Bagian kedua adalah di 
lingkungan internal organisasi itu sendiri (internal e-service). Lalu bagian ke tiga 
pada domain bisnis, hubungan dengan pihak luar seperti supplier atau dengan 
pemerintah yang dikenal dengan B2B atau B2G seda 
ngkan pada domain pemerintah, interaksi dengan dunia bisnis dan antar 
lembaga pemerintah yang disebut dengan G2B atau G2G. 
Berdasarkan penjabaran di atas e-service dapat dikatakan meliputi tiga 
komponen utama yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran 
pelayanan (yaitu teknologi). Sebagai contoh untuk layanan publik berbasis 
elektronik, maka lembaga publik disebut sebagai penyedia layanan, masyarakat 
dan dunia bisnis merupakan penerima layanan sedangkan saluran pelayanan 
adalah menggunakan internet. Adapun saluran pelayanan alternatif lainnya seperti 
sms, telepon, kios, televisi, radio, internet ataupun situs website. 
Pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
Pekanbaru telah menggunakan e-service, namun pada domain e-services peranan 
supplier atau bisnis dalam lingkungan berbasis elektronik tidak diperlukan karena 
hanya domain pemerintah yaitu interaksi dengan masyarakat dikenal dengan G2C 
(Government to Citizen) yang menjadi pusat pelayanan yang digunakan dan 
lingkungan Internet yang dimanfaatkan untuk menyediakan sistem e-services 
yang efektif untuk penggunaannya. Sehingga penyedia jasa yaitu Kantor Imigrasi 





yang mengurus paspor online dan saluran pelayanan yang dapat diakses melalui 
situs website imigrasipekanbaru.com. 
2.6 Diskursus Administrasi Publik Kontemporer dalam Menghadapi 
Tatanan Kenormalan Baru 
Dinamika perkembangan administrasi publik yang demikian menuntut 
kecermatan berpikir bagaimana membawa studi administrasi publik ke arah yang 
sesuai tuntutan zaman. Tantangan dan perubahan global yang anomali 
menyebabkan kajian administrasi publik harus mampu menyelaraskan 
perkembangan zaman tersebut. Apalagi perubahan drastis yang dialami oleh 
Indonesia pada masa transisi ini membutuhkan analisis yang mendalam dalam 
memaknai perubahan politik dan pemerintahan. Wacana ketidakhasiran negara 
(autopilot) dan teori pembiaraan akan semakin tertantang menghadapi fenomena 
kekinian yang terus berkembang. 
Tantangan lain saat ini, era disrupsi menjadi hal yang membingungkan dan 
memaknai administrasi publik. Kajian administrasi publik saat ini terus menjadi 
pertanyaan, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini dituntut praktik 
administrasi publik cepat, responsif dan solutif. Setidaknya permasalahan ini yang 
harus dibedah apakah administrasi publik mampu beradaptasi dengan 
perkembangan dan permasalahan kepublikan yang semakin kompleks. Sementara 
itu administrasi publik masih dalam kondisi kelam dan kegelapan. Pendapat ini 
disampaikan oleh (Nabatchi, Tina, Holly. T. Goerdel, Shelly Peffer, 2011: 129-
143) dalam tulisannya tentang Public Administration in Dark Times: Some 
Question for the Future of The Field Administrasi. Tulisan tersebut 





kegelapan, terdapat dua permasalahan yang menghalangi kemampuan 
administrasi publik untuk mengatur secara efektif di masa kelam atau tidak 
menentu. 
Saat ini administrasi publik dharus dapat menjawab persoalan Pandemi 
Corona atau yang disebut dengan Covid-19. Pandemi ini tidak terasa berdampak 
pada tatanan global yang melingkupi semua aspek kehidupannya. Aspek yang 
paling terpuruk adalah kesehatan dan ekonomi.  
Penanganan pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 
para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Sudut pandang pemerintah 
bagaimana mampu meyakinkan pada publik tentang apa yang harus dilakukan 
adalah pada rel kebijakan yang tepat.  
Ditingkat epistemologi ketidakjelasan paradigmatis dari administrasi publik 
tidak perlu menjadi kendala dengan keterjebakan pada aliran positivistik atau 
propositivistik, kuantitatif atau kualitatif dalam dataran metodologi. Namun 
bagaimana administrasi publik mampu berkembang dengan menjawab persoalan 
publik dengan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kontek di lapangan. 
Pada akhirnya, administrasi publik yang responsif terhadap perubahan akan lebih 
dibutuhkan dengan perlahan memperkuat basis epistemologi yang lebih 
meningkatkan eksistensi keilmuan administrasi publik. 
2.7 Paspor 
Perlintasan orang antar Negara biasanya dilengkapi dengan suatu surat 
keterangan jalan yang disebut dengan surat perjalanan atau paspor atau yang 





RI berasal dari bahasa Perancis yaitu “passer” dan “port”.Passer berarti melalui 
atau lewat, sedangkan port berarti pelabuhan. 
Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada 
warga negaranya di mana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan 
untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas 
yang sah, kewarganegaraan dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, 
dan hak untuk kembali ke tanah air. Paspor adalah dokumen milik Negara, maka 
hal ini menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan 
melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor Indonesia harus 
diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa 
berlakunya.Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya jika 
halaman paspor tersebut penu, rusak berat atau hilang. 
Paspor Indonesia (lengkapnya Paspor Republik Indonesia) adalah dokumen 
perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Paspor 
Indonesia memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan 
perjalanan antarnegara. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
dijelaskan bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau 
organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang 
memuat identitas pemegangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen 





Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik 
Indonesia. 
Untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri maka seseorang wajib 
memiliki paspor. Paspor digunakan ketika pelancong asing akan memasuki 
perbatasan Negara lain. Kemudian petugas berwenang dari Negara tujuan tersebut 
akan memberi stempel atau lampiran lembar visa yang direkatkan di dalam 
halaman pemegang paspor sebagai bukti tanda izin untuk memasuki suatu Negara. 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Kajian-kajian terdahulu sesuai masalah yang diteliti sebagai berikut: 
Tabel 2.1. 
Penelitian Terdahulu 
Nur Enggar Iriani dengan judul Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian 
Permohonan Paspor secara Online di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar (2008) hasil 
penelitiannya yang pertama komunikasi dalam implementasi Aplikasi Antrian 
Permohonan Paspor secara Online sudah cukup baik. Kedua, dari segi sumber 
daya dapat dikatakan sudah baik. Ketiga, disposisi selama pelaksanaan sikap dan 
komitmen dari pelaksana sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Dan ke 
empat, struktur birokasi dalam pelaksanaan program ini struktur organisasi yang 
digunakan masih sama yaitu ditangani oleh Seksi Lalu Lintas dan Status 
Keimigrasian. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus dan lokasi penelitian 
yaitu Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara 
Online di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar.  
Andi Palmal dengan judul penelitiannya Efektivitas Pelayanan Pengurusan 





yang Pertama tidak efektifnya pelayanan paspor yang diberikan oleh kantor 
Imigrasi Kelas 1 Makassar kepada masyarakat. Kedua, system pelayanan berbasis 
online yang diberikan tidak efektif di karenakan system ini masih bergantung pada 
kualitas jaringan yang berdampak pada ketidakpastian pelayanan kepada 
masyarakat dalam pengurusan paspor. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus 
dan lokasi penelitian yaitu Efektivitas Pelayanan Pengurusan Paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar Sulawesi Selatan. 
M. Fikri Alne dengan judul penelitiannya Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas I 
Pekanbaru dalam Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (2019) 
hasilnya adalah Penggunaan aplikasi antrian paspor online dari indikator efisiensi 
dan adaptasi sudah baik, tetapi memiliki hambatan yaitu system pembatasan 
jumlah pada kuota antrian online. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus dan 
lokasi penelitian yaitu Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam 
Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 
Putrika Isma Ayutasya, Dian Purwanti, M. Rijal Amirulloh dengan judul 
penelitiannya Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor 
Online dalam meningkatkan Efektivitas Pembuatan Paspor (2020) hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa aplikasi pendaftaran antrian permohonan 
paspor online berpengaruh positif terhadap efektivitas layanan pembuatan paspor. 
Perbedaan penelitian terdapat pada fokus dan lokasi penelitian yaitu Implementasi 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Online dalam meningkatkan 





Nurrizha A. Chairani, Tri Putra Adi dan Diba H. Latifa dengan judul 
penelitiannya Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) 
dalam Perspektif E-Government di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang (2020) 
hasil penelitiannya menunjukan bahwa keberadaan APAPO sangat membantu 
masyarakat untuk lebih efektif dalam membuat paspor karena menghemat waktu 
dan biaya. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus dan lokasi penelitian 
Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) dalam 
Perspektif E-Government di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang. 
2.9 Defenisi Konsep 
Bahri, menguraikan pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili 
sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep 
mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga 
objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu.Objek-objek dihadirkan dalam 
kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga.Konsep sendiri 
pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. (2008: 30) 
Agar mendapatkan pembahasan yang jelas dari setiap konsep yang akan 
diteliti, maka konsep-konsep yang digunakan peneliti antara lain : 
a. Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau 
urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 
atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 
terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
b. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 





memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada 
masyarakat. 
c. Pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
d. Layanan antrian permohonan paspor secara online adalah suatu perbuatan, 
usaha atau pertunjukan yang dimediasi oleh teknologi informasi melalui 
aplikasi maupun website untuk mengakses antrian permohonan paspor. 
e. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemiliknya dan 
digunakan untuk melakukan perjalanan antar Negara. 
2.10 Konsep Operasinal 
Tabel 2.2 
Konsep Operasional  
Variabel Indikator Sub Indikator 
Prosedur Pelayanan 
Paspor secara Online di 
Kantor Imigrasi Kelas 1 
TPI Pekanbaru. 
1. Permohonan Paspor 1. Persyaratan   
 
2. Penerbitan Paspor 1. Prosedur 
2. Waktu 
3. Biaya 
 Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 









2.11 Pandangan Islam 
Menurut Pandangan Islam, bahwasanya Al-Quran telah menjesakan ayat-ayat 
yang berhubungan mengenai pelayanan dan administrasi, adapun ayat-ayat yang 
disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut: 
QS. At-Taubah Ayat 105 Allah SWT telah memberikan perintah kepada 
manusia tentang kerja (pelayanan): 
ُْبِِ ًِ  اْنَغ ئِنَ ًِ ٌَِ َعبنِ و ۖ ِ َوَستَُشدُّ   ٌَِ ْؤِيُُى ًُ هَُكىِْ َوَسُسى َوا نُُّ ْن ًَ هُىا فََسََُشي ّللَاُِ َع ًَ  َوقُمِِ اْع
      ٌَِ هُى ًَ ُْتُىِْ تَْع ب ُك ًَ َُُبِّئُُكىِْ  بِ  َوانَشهَبَدةِِ فَ
Artinya : 
 “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS:At-Taubah 
Ayat 105) 
 Begitu juga Allah SWT menjelaskan tentang kerja (pelayanan) yang di 
lakukan oleh umat manusia dalam surat Az-Zalzalah Ayat 7 dan 8 : 
 Surat Az-Zalzalah Ayat 7 
ُِ ًُْشا َََش ًَمِْ ِيْثقَبلَِ  َرَسةِ  َخ ٍِْ ََْع ًَ  فَ
Artinya : 
 “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 
dia akan melihat (balasan) nya. (QS:Az-Zalzalah Ayat: 7) 
ُِ ا َََش ًَمِْ ِيْثقَبلَِ  َرَسةِ  َشّشً ٍِْ ََْع  َوَي
Artinya : 
 “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 





 Walaupun Al-Quran secara khusus tidak menyebut istilah administrasi, 
namun digunakan kata dalam bahasa Arab yudabbiru, yang artinya mengarahkan, 
melaksanakan, mengelola, menjalankan, merekayasa, mengemudikan, penguasa, 
mengatur, bertugas, mengurus dengan baik, mengekonomiskan, membuat 
rencana, berusaha. 
 Kata yudabbiru muncul dalam Al-Quran yaitu : 
a. Surat Ar-Ra’d Ayat 2 
َسَخشَِوَِ  ِ ۖ ۖ ِ ثُىَِ اْستََىيِ  َعهًَ اْنَعْششِِ  َهَب  ذِ  تََشْو ًَ بَواثِِ بَِغُْشِِ َع ًَ  ّللَاُِ انَِزٌ َسفَعَِ انَس
ََبثِِ نََعهَُكىِْ بِهِقَبءِِ ِْ مُِ ا ۖ ِ ََُذبِّشُِ اْْلَْيشَِ َُفَصِّ  ًًّ ۖ ِ ُكمِ  ََْجِشٌ ِْلََجمِ  ُيَس شَِ  ًَ سَِ َواْنقَ ًْ  انَش
ٌَِ  َسبُِّكىِْ تُىقُُِى
Artinya : 
Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu 
lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan 
bulan.Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur 
urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu 
meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu. (QS: Ar-Ra’d Ayat: 2) 
b. Surat As-Sajdah Ayat 5 
بَسَُت أَْنفَِ ًَ ُِ ِي ٌَِ ِيْقَذا ُس ِِّ فٍِ ََْىوِ  َكب ُْ بءِِ إِنًَ اْْلَْسضِِ ثُىَِ ََْعُشجُِ إِنَ ًَ ٍَِ انَس  ََُذبِّشُِ اْْلَْيشَِ ِي
ٌَِ و  تَُعذُّ
Artinya : 
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 






 Maka dapat dikaitkan dengan pelayanan public, jika kita melakukan 
pelayanan dengan baik maka kita akan mendapatkan balasan yang baik juga, dan 
jika kita melakukan pelayanan dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
atau melenceng dari aturan maka kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan 
apa yang telah kita lakukan. 
Hadist tentang manusia paling bermanfaat 
جابر  يألفْويؤلفْ،ْوالْخيرْقالْ:ْقالْرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْوسلمْ:ْالمؤمنَْعنْ 
ْلِلناسِْ  َفُعهُم  ُرْالناِسْأَن   فيمنْالْيألفْ،ْوالْيؤلف،ْوَْخي 
Artinya :  Diriwayatkan dari jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda : 
“orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang 
tidak bersikap ramah dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat 
bagi manusia” (HR. Ahmad dan Duruquthni) 
Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus 
dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberi 
manfaat bagi orang lain. Sama hal nya dengan pelayanan di pelayanan public, kita 
harus menjadi manusia atau pelayan yang bermanfaat bagi manusia atau 












2.12 Kerangka Pemikiran 









    Sumber : Data Olahan Peneliti 
Prosedur Pelayanan Permohonan Paspor Secara Online di 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) 
Pekanbaru 
1. Permohonan Paspor 
2. Penerbitan Paspor 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 







3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini saya lakukan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru yang berada di Jalan Teratai 
No.87 Pekanbaru. 
Waktu penelitian ini di selenggarakan selama 3 bulan sesuai dengan yang 
dijadwalkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terhitung pada bulan Januari-
Maret. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Data Primer 
Menurut Bagong Suyanto (2010: 55) data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer ini diperoleh dari: 
1. Melakukan wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan 
(Etta Mamang Sangadji, 2010: 48), yaitu dengan melakukan wawancara 
dengan informan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru. 
2. Melakukan Observasi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 
sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini Usman, 2011: 52), 
yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelayanan publik di Kantor 







3.2.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Ikbal Hasan, 2010: 19), 
yaitu dalam bentuk dokumen administratif dan dokumen lainnya. 
Data sekunder peneliti yaitu peneliti mendapat informasi atau data dari 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru mengenai implementasi permohonan 
paspor secara online, memperoleh informasi melalui website resmi Kantor 
Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, dan skripsi terdahulu. 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode: 
3.3.1 Observasi 
Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini 
menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, 
kondisi, situasi, proses atau perilaku (Faisal, 2005: 52), yaitu dengan melakukan 
pengamatan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru. 
3.3.2 Wawancara  
Metode wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang 
dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara 
meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar 
disekitar pendapat dan keyakinan menurut Hasan dalam Emzir (2010: 50).Dalam 
wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman 





sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden (Faisal, 
2005: 52).Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman 
wawancara di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru dan wawancara melalui via 
telepon. 
3.3.3 Dokumentasi  
Metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan 
dokumen.Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia.Juga 
termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat 
dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media massa baik melalui surat 
berkabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronik lainnya 
(Faisal, 2005: 53).Penulis mengambil dokumen berupa data dan dokumentasi 
gambar maupun foto di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
(TPI) Pekanbaru. 
3.4 Informan Penelitian 
Menurut Burhan Bugin Informan penelitian adalah subjek yang memahami 
informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami 
objek penelitian. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 
kepada peneliti. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purpose sampling dimana 
peneliti memilih Key Informan dan Informanyang peneliti anggap mengetahui 
permasalahan penelitian.Sebagai Key Informan yang paling mengetahui 
bagaimana kondisi keseluruhan Implementasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 





Adapun yang menjadi Key Informan dan Informan yang akan memberikan 




No Uraian Jumlah 
1 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 1 
2 Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan 1 
3 Pegawai Kantor Imigrasi 3 
4 Pemohon Paspor 5 
Jumlah 10 
 
3.5 Metode Analisis 
Penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif karena peneliti menjelaskan 
suatu fenomena sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-
dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data 
yang diteliti. 
Pada research kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang 
didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian 
tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode 
penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan 
penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan 
kuantitas data. 
Menurut Suryono (2010), Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang 
digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan 
kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, 





Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen prinadi, 
dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah 
selanjutnya adalah reduksi data, penyusuna satuan, kategorisasi dan yang terakhir 
adalah penafsiran data.  
Menurut Sugiyono (2011:9), metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 
dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan tri-
anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 
penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.  
Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif 
adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru 
Secara geografis letak kota Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya sangat 
strategis terutama berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Singapura, 
Malaysia dan Vietnam) maka aspek Keimigrasian di daerah ini cukup menonjol. 
Kantor Imigrasi Pekanbaru, dalam sejarahnya telah didirikan di kota ini sejak 
tahun 1950 an, yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan di tepian 
Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah Pejabat Tehnis dan Pegawai Administrasi 
yang kecil dan sarana operasional yang terbatas.Kegiatan Keimigrasian terus 
berkembang.Struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan 
pembangunan dan permasalahan Keimigrasian yang semakin kompleks. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JM.2/11/11 Kantor 
Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 1953 dengan nama 
Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru yang berkantor di Pos Imigrasi sungai Siak, 
jalan Pelabuhan ke Jalan Teratai No.87 Pekanbaru sampai sekarang. 
Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 
sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru 
menjadi Kantor Imigrasi Klas 1 Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi 
Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam perkembangannya sesuai 
dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-03.PR.07.04 tahun 1991 
wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru disamping Kotamadya Pekanbaru dan 
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Kabupaten Kampar juga termasuk Kecamatan Siak Sri Indrapura yang berada di 
Kabupaten Bengkalis, namun setelah terbentuknya Kantor Imigrasi Klas II Siak 
maka kecamatan Siak Sri Indrapura masuk kedalam wilayah kerja Kanim Siak. 
Pemerintah telah menetapkan perubahan organisasi Departemen Kehakiman 
dari system Holding Company menjadi system Intergrated company sehingga 
Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuklah Kanwil 
Departemen Kehakiman dan Ham dan selanjutnya menjadi Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi sebagai Unit 
Pelaksana Tehnis (UPT), berada dan bertanggung jawab dibawah Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.  
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru 
memupunyai wilayah kerja yang meliputi: 
1. Kota Pekanbaru 
2. Kabupaten Kampar 
3. Kabupaten Rokan Hulu 
4. Kabupaten Pelalawan 
Dan di tambah dengan 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdiri 
dari : 
1. TPI Bandara SSK II Simpang Tiga Pekanbaru 
2. TPI Sungai Dukuh di sungai Siak Pekanbaru 
4.2 Visi, Misi dan Motto 
Adapun visi, misi dan motto Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru yaitu : 
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Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 
Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia 
Motto : Melayani dengan Tulus 
4.3 Fungsi dan Tugas Pokok 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.03-
PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor 
Imigrasi adalah Pelaksanaan Teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan kantor 
Wilayah Departemen Kehakiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi di pimpin oleh seorang Kepala 
Kantor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dibidang 
Keimigrasian di wilayah bersangkutan. 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis di 
bidang Keimograsian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru 
mempunyai fungsi : 
1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana 
Komunikasi Keimigrasian; 
2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian; 
3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang Status Keimigrasian; 




Kantor Imigrasi kelas 1 TPI (Tempat Pemeriksaan Imigasi) Pekanbaru terdiri 
dari beberapa seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sebagai 
berikut:   
1. Seksi Lantaskim (Lalu Lintas Keimigrasian) 
a. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan SPRI 
(Surat Perjalanan Republik Indonesia); 
b. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas Exit Re-Entry Permit 
dan loket; 
c. Membubuhkan paraf  setelah lengkap berkas permohonan paspor 
dan berkas Exit Re-Entry Permit; 
d. Melakukan pengawasan terhadap staf, loket, entry data, foto, 
wawancara, pencetakan paspor, bagian pengambilan paspor dan 
pengambilan Re-Entry Permit. 
e. Melakukn koordinasi dengan staf Lantaskim (Briefing) 
f. Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin 
bertolak ataupun ditolak keberangkatannya bagi yang secara 
otomatis diarahkan oleh system maupun yang diarahkan petugas 
pemeriksa keimigrasian; 
g. Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin 
masuk ataupun ditolak masuk ke wilayah Indonesia bagi yang secara 
otomatis diarahkan oleh system maupun yang diarahkan petugas 
pemeriksa keimigrasian; 
h. Memeriksa hasil laporan bulanan dan data statistik penumpang; 
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i. Menandatangani laporan penggunaan Visa On Arrival; 
j. Melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas bandara dan 
instansi terkait pada lingkungan Bandara Sultan Syarif Qasim II 
Pekanbaru; 
k. Melakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait pada 
lingkungan Pelabuhan Sungai Duku; 
l. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung serta evaluasi dan 
laporan terhadap pelaksanaan kerja pada sub seksi Perijinan dan 
Lintas Batas; 
m. Menandatangani dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas 
seksi Lalu Lintas Keimigrasian. 
2. Seksi Wasdakim (Pengawasan  
a. Menyusun rencana kerja seksi Wasdakim; 
b. Menandatangani berkas permohonan ijin keimigrasian telah 
diperiksa; 
c. Memeriksa dan menandatangani berita acara pendapat; 
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 
e. Melakukan pengawasan keimigrasian pada wilayah kerja Kantor 
Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru; 
f. Mengkoordinir pelaksanaan pendetensian WNA dan pendeportasian 
WNA; 




h. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pengawasan orang asing; 
i. Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai. 
3. Seksi Statuskim 
a. Membuat rencana kerja tahunan pada statuskim; 
b. Menandatangani perpanjangan izin tinggal kunjungan pada paspor; 
c. Memberikan paraf perpanjangan KITAS; 
d. Memberikan paraf pada surat permohonan perpanjangan KITAP; 
e. Memberikan paraf pada surat permohonan konversi ITK ke ITAS; 
f. Memberikan paraf pada surat permohonan ITAS ke ITAP; 
g. Mengusulkan perpanjangan KITAS dan KITAP ke Kantor Wilayah; 
h. Mengusulkan konversi ITK ke ITAS ke Kantor Wilayah; 
i. Menandatangani surat penangguhan perpanjangan ITAS; 
j. Menandatangani surat penangguhan alih status ITK ke ITAS; 
k. Menandatangani surat penangguhan alih status ITAS ke ITAP; 
l. Memberikan paraf pada surat permohonan SKIM. 
4. Seksi Infokim 
a. Menyusun rencana program kerja seksi infokim; 
b. Menandatangani buku pengawasan orang asing; 
c. Menandatangani Exit Permit Only; 
d. Menandatangani mutasi alamat; 
e. Menandatangani surat keluar; 
f. Melaksanakan digitalisasi file; 
g. Melaksanakan publikasi dan visualisasi; 
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h. Pemutakhiran data; 
i. Membuat laporan bulanan dan statistik kegiatan WNI dan WNA; 
j. Penataan arsip WNI dan WNA. 
5. Sub Tata Usaha 
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha; 
b. Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat 
dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan 
informasi; 
c. Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor; 
d. Menyelenggarakan dan mengatur administrasi pemeliharaan 
kendaraan dinas; 
e. Mengompilasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung 
kantor, rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telpon, listrik, air 
dan kebersihan ruangan; 
f. Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor, gedung kantor, 
rumah dinas dan biaya tanggungan listrik dan telepon; 
g. Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan 
kantor dan kendaraan dinas; 
h. Menghimpun pembuatan daftar gaji/dan rapel pegawai; 
i. Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas; 
j. Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor; 
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k. Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai 
sebagai bahan usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra 
Jabatan dan ujian dinas tingkat I dan tingkat II; 
l. Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan 
Kartu Pegawai bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, 
permintaan pengujian kesehatan dan penyusunan DUK; 
m. Membuat pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan pengangkatan 
























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Prosedur Pelayanan 
Permohonan Paspor secara Online di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI (Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur 
pelayanan permohonan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 
Pekanbaru sudah cukup baik karena sudah memenuhi karakteristik prosedur yang 
dikemukakan oleh Rasto  (2015:53) yaitu Efisien, Efektif, Sederhana, Konsisten, 
Fleksibel dan Diterima. Namun pada pelayanan permohonan paspor secara online 
masih ada terdapat keluhan masyarakat dan kendala yaitu sistem eror. Sistem eror 
ini terjadi pada server pusat. Jika server pusat bermasalah maka pelayanan paspor 
online seluruh Indonesia juga terkendala, sehingga sistem ini belum dapat 
dikatakan efektif.  
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada 
dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila 
peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat 
bermanfaat bagi lembaga. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai 
berikut : 
1. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru untuk terus 





2. Mengembangkan atau mengupgrade sistem. 
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI(Tempat Pemeriksaa Imigrasi) Pekanbaru 
diharapkan agar dapat mengupgrade sistem pelayanan permohonan paspor 
online ke yang lebih canggih agar lebih efektif dari sebelumnya\, sehingga 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE 
DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI (TEMPAT PEMERIKSAAN 
IMIGRASI) PEKANBARU  
Informan : Kasi Lantaskim. Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan dan  
Pegawai Kantor Imigrasi  
1. Apa saja persyaratan dalam permohonan paspor? 
2. Bagaimana pelayanan paspor secara online pada masa pandemi covid-19? 
3. Bagaimana prosedur pelayanan paspor secara online sebelum dan pada 
masa pandemic? 
4. Berapa lama waktu dalam penerbitan paspor? 
5. Berapa biaya untuk menerbitkan paspor? 
6. Bagaimana sikap implementor menghadapi kendala dalam pelayanan 
















DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE 
DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI (TEMPAT PEMERIKSAAN 
IMIGRASI) PEKANBARU 
Informan : Pemohon Paspor/Masyarakat 
1. Identitas pemohon: 
Nama  :   
Usia  : 
Pekerjaan : 
2. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui pelayanan antrian permohonan 
paspor secara online? 
3. Apakah prosedur permohonan paspor secara online mudah dipahami? 
4. Berapa lama pelayanan paspor secara online? 
5. Apakah ada kendala dalam permohonan paspor secara online? Jika ada 
jelaskan apa saja kendala yang dihadapi. 
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu dalam permohonan paspor secara online? 
7. Bagaimana pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 









LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR 8 
























































1. Wawancara dengan Kasi Lantaskim Bapak Rahadi Sutrisno, S.E, M.A dan 
Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan Bapak Wawan Setiawan, S.H 
 




















4. Banner Aplikasi Layanan Paspor Online 
 






















8. Maklumat Pelayanan 
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